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PUTUSAN
Nomor 5712/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat tinggal di , Kabupaten Tangerang,

Provinsi Banten, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh,
tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 November
2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu
juga  dengan register  perkara  Nomor  5712/Pdt.G/2020/PA.Tgrs,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk masalahnya adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah melangsungkan
pernikahan pada tanggal 02-12-2011, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang,
sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/l1/X11/2011
bertanggal 02-12-2011;
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Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup
bersama layaknya Suami Isteri dan terakhir tinggal bersama di: Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten;

Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
mempunyai anak yang ikut serta dengan Penggugat yaitu sebagai berikut:

Anak , Perempuan, Umur 8 Tahun;

Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak juni 2020
sampai sekarang rumah tangga tersebut telah sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

Tergugat memiliki wanita idaman lain selain Penggugat;

Tergugat tidak memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat;

Bahwa puncak perselisihan tersebut diatas antara Penggugat dengan
Tergugat telah berpisah rumah sejak Juli 2020, dan tidak berhubungan lagi
sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, maka kemudian
Penggugat memilih pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai
sekarang tidak pernah kembali lagi;

Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah,
tidak pernah berkomunikasi dan telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak
bersedia kembali lagi ketempat kediaman bersama;

Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan
agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri,
akan tetapi karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk melanjutkan
rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu usaha tersebut tidak
berhasil;

Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga tersebut sudah sulit
untuk dapat dibina kembali menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis,
oleh karena itu Penggugat berkesimpulan perceraian adalah pilihan dan
alternative terbaik untuk Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;
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Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Tigaraksa Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak bain sughra dari tergugat Tergugat terhadap
Penggugat ;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang
seadil-adilnya/ex aequo et bono;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun
menurut relaas panggilan Nomor 5712/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal .......
......... dan ....... ......... telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang
tidak ternyata bahwa ketidakhadirannnya itu disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan
persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah
berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah
tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
Pemeriksaandilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil  gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh
Pemerintah Kabupaten Tangerang, nomor 36030441049xxxxx, tanggal 16 April

2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah
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dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi

tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambe,

Kabupaten Tangerang,, Nomor xxx/1l/X11/2011 Tanggal 02 Desember 2011,

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi

tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan
saksi-saksi sebagai sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama lIslam, pendidikan S1, pekerjaan
Karyawan Sawasta, bertempat tinggal di  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, i
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa sepengatahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada
tanggal 02 Desember 2011;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat hidup berumah
tangga terakhir di alamat Tergugat saat ini;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
seorang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2020 rumah tangganya mulai tidak
harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat, juga mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah
tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran
antara Penggugat dengan Tergugat karena Terugat telah memiliki wanita

idaman lain; Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
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- Bahwa tidak;

- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan
Juli tahun 2020;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang meninggalkan tempat kediaman
bersama ialah Penggugat;

- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah
datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat karena antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi sampai dengan saat
ini;

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat sudah cukup menasehati
Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina
rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Penggugat dan Tergugat telah
mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak
berhasil;

- Bahwa tidak, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa tidak, sudah cukup;

2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
XXKXHXXXKHKKKXXXXXXXEXEXEXEXEXXXKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXKXXXXXX,  di - bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa sepengatahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada
tanggal 02 Desember 2011;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat hidup berumah
tangga terakhir di alamat Tergugat saat ini;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

seorang anak;
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- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2020 rumah tangganya mulai tidak
harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat, hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah
tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran
antara Penggugat dengan Tergugat karena Terugat telah memiliki wanita
idaman lain; Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa tidak;

- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang
lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang meninggalkan tempat kediaman
bersama ialah Penggugat;

- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah
datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat karena antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi sampai dengan saat
ini;

- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat sudah cukup menasehati
Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina
rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Penggugat dan Tergugat telah
mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak
berhasil;

- Bahwa tidak, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa tidak, sudah cukup;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada

pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun

dan mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa wupaya mediasi tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian
Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati
Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai
sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak
berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat
bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena
itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a2) dan Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 vyang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-UndangNomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang
Pengadilan Agama Tigaraksa,;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada
posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti
bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah
sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat harus
dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara aquo
(persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh

Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan
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cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak
pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau
kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh
suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di
persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil
gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan
terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian,
maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan
kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan
dan menerangkan di bawah sumpah yang isinya membenarkan
ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan
............................................. , sehingga akibatnya hubungan antara
Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan
pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak
............................ dan sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan
Tergugat tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan dihadirkannya kedua orang saksi di
persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta
keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu
dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan
Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi,

oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan
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dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan
Penggugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim
telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:
— Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang
berkepanjangan sejak ....................... ;
— Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
tersebut karena Tergugat tidak ............................... ;
— Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak .................. sampai
sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
— Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari
Kitab Fighus Sunnah Juz Il halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat
majelis yang berbunyi:

-

Cy B8 galblsen s s WAy dagyd sl Gl el za ) olSs 63 Y

B Yl 4za plsy (n Wy on 2 Lell e Niae s e Cv""" Y olagia 2
Lillhilha A g

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan
hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah
pihakuntuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil
mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu
bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak
melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat
dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;
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Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka
gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan
Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 591.000,00, (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020
Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs.
Rahmat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy dan Drs. H.
SHOBIRIN, S.H., M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibacakan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad
Affan Gofar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
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Drs. Rahmat, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim
Anggota,

Drs. Akhmadi, M.Sy Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H
Penitera Pengganti,

Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H.
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp450.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp6.000,00
Jumlah : Rp. 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh

satu ribu,00 rupiah))
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